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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 
 

KEPUTUSAN BERSAMA 

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

Nomor: 158 Tahun 1987 

Nomor: 0543b//U/1987 

  Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke 

abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab 

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.   

A. Konsonan  

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 

dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan 

dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi 

dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.  Berikut ini daftar huruf Arab 

yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:  

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan  

Huruf Arab  Nama  Huruf Latin  Nama  

 Alif  Tidak أ

dilambangkan  

Tidak dilambangkan  

  Ba  B  Be ب

  Ta  T  Te ت

  Ṡa  ṡ  es (dengan titik di atas) ث

  Jim  J  Je ج 

  Ḥa  ḥ  ha (dengan titik di bawah) ح 

  Kha  Kh  ka dan ha خ 

  Dal  d  De د

  Żal  ż  Zet (dengan titik di atas) ذ
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  Ra  r  er ر

  Zai  z  zet ز

  Sin  s  es س

  Syin  sy  es dan ye ش

  Ṣad  ṣ  es (dengan titik di bawah) ص

  Ḍad  ḍ  de (dengan titik di bawah) ض

  Ṭa  ṭ  te (dengan titik di bawah) ط

  Ẓa  ẓ  zet (dengan titik di bawah) ظ

  ain  `  koma terbalik (di atas)` ع

  Gain  g  ge غ

  Fa  f  ef ف

  Qaf  q  ki ق

  Kaf  k  ka ك

  Lam  l  el ل

  Mim  m  em م

  Nun  n  en ن

  Wau  w  we و

  Ha  h  ha ه

  Hamzah  ‘  apostrof ء

  Ya  y  ye ي

  

B. Vokal   

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.  

1. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:  
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Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal  

Huruf Arab  Nama  Huruf Latin  Nama  

ـَ   Fathah  a  a  

ـِ   Kasrah  i  i  

ـُ   Dammah  u  u  

2. Vokal Rangkap  

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:  

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap  

Huruf 

Arab  

Nama  Huruf 

Latin  

Nama  

يَْ◌. ..   Fathah dan ya  ai  a dan u  

وَْ◌. ..   Fathah dan wau  au  a dan u   

Contoh: 

kataba fa`ala -  كَتبَ    suila -  فـَعَِ◌لَ     kaifa  -سُئلَ      haula  -كَيفَ     - لَ  حَوْ    

3. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:  

 Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah  

Huruf 

Arab 
Nama 

Huruf 

Latin 
Nama 

 Fathah dan alif atau اَ...ىَ.. . 

ya 
ā 

a dan garis di 

atas 

 Kasrah dan ya ī ىِ.. .
i dan garis di 

atas 
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 Dammah dan wau ū وُ.. .
u dan garis di 

atas 

Contoh:  

 qāla ramā - قالَ     qı̄la -رمَى     yaqūlu -قيْلَ     -   يـَقُوْلُ     

  

4. Ta’ Marbutah  

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:  

a. Ta’ marbutah hidup Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat 

fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.  

b. Ta’ marbutah mati Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat 

sukun, transliterasinya adalah “h”.  

Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu 

terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.  

Contoh:  

ْ◌ضَةُ الأَ طفَ الِ رَؤ     raudah al-atfāl/raudahtul atfāl  

ُنَّـَ ورةُ المَدِيْـَ 
نةُ الم     al-madīnah  al-munawwarah/al-madīnatul  

munawwarah  

   talhah    طلْحَ ةْ 

5. Syaddah (Tasydid)  

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan 

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.  

Contoh:  

  nazzala   نـَّ زلَ 

  al-birr   البرّ ُ 

6. Kata Sandang  

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:  

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah  
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu. 

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan 

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan 

bunyinya.  

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang 

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa 

sempang.  

Contoh:  

  ar-rajulu ّ َ الرجُلُ 

  al-qalamu  القَل مُ 

  asy-syamsu الشَّ مْ سُ 

  al-jalālu الْج لاَ لُ 

7. Hamzah  

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah 

yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa 

alif.  

Contoh:  

  ta’khużu  خُذُ 

 syai’un    ٌشَيئ- an-nau’u    ُالنَّ ـوْء -  

  inna  إَّ ن

8. Penulisan Kata  

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya.  

Contoh:  
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  /Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn    وَ إَّ ن اللهَ فَـهُوَ خَيْرُ َّ الرازق يْنَ 

Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn  

  Bismillāhi majrehā wa mursāhā   بسْمِ اللهِ مَجْراهَا وَ مُرسَاهَ ا

  

9. Huruf Kapital  

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan 

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana 

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 

sandangnya.  

Contoh: -  َالْحمْدُ ِ رَبِّ الْعَالمِ يْن  Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn  

  Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān arrahīm  ّ َ الرحْمنِ َّ الرحِيْمِ 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf 

kapital tidak dipergunakan.  

Contoh:  

  Allaāhu gafūrun rahīm    اللهُِ◌ غَفوُْرٌ رَِ◌حِيْمٌ 

 Lillāhi  al-amru  jamī`an/Lillāhil-amru   ِ◌ّ◌ ا لأمُوْرُ جَميْـعً ا

jamī`an  

  

10. Tajwid  

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. 

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan 

pedoman tajwid.  
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MOTTO 
 

Ubi societas, ibi ius.  

Di mana ada interaksi manusia, di sana syariat hadir menjaga fitrah dan kedamaian. 

Memastikan bumi yang dipijak tidak dikuasai oleh keangkuhan, melainkan dituntun oleh 

kejernihan nurani. 
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  ABSTRAK 

Penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan sosiologis ini menganalisis alih 

fungsi trotoar oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pekalongan. 

Praktik ini memicu benturan antara hak keselamatan pejalan kaki (UU No. 22 

Tahun 2009) dan hak ekonomi PKL, yang diperparah oleh disonansi regulasi 

daerah. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, lalu 

dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil Penelitian 

menunjukkan aktor pendorong utama aktivitas PKL adalah keterbatasan modal 

dan lokasi publik yang strategis. Ditinjau dari teori Soerjono Soekanto, 

efektivitas penegakan hukum di lapangan melemah akibat ketidakpatuhan 

masyarakat serta munculnya "legalitas informal" berupa retribusi bayangan. 

Dalam perspektif Maqashid al-syari’ah, berdagang memang melindungi harta 

(hifz al-mal). Namun, karena okupasi trotoar mengancam keselamatan nyawa 

(hifz al-nafs) pejalan kaki, praktik ini menimbulkan kerusakan (mafsadah). 

Berdasarkan kaidah dar’ al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-mashalih, 

perlindungan jiwa yang bersifat primer (daruriyyat) wajib diprioritaskan di atas 

kepentingan ekonomi privat. Oleh karena itu, pemerintah daerah bertanggung 

jawab menegakkan hukum secara adil melalui kebijakan penataan ruang dan 

zonasi perdagangan yang manusiawi. 

Kata Kunci: Hak Pejalan Kaki, Pedagang Kaki Lima, Alih Fungsi Trotoar, 

Maqashid al-syari’ah, Implementasi Hukum. 
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ABSTRACT  

This juridical-empirical study, employing a sociological approach, analyses the 

misuse of pavements by street vendors in Pekalongan Regency. This practice 

gives rise to a conflict between pedestrians’ right to safety (Law No. 22 of 2009) 

and the economic rights of street vendors, a situation exacerbated by 

inconsistencies in local regulations. Primary data was collected through 

interviews and observation, and subsequently analysed using the Miles and 

Huberman interactive model. The research findings indicate that the main 

driving factors behind street vendors’ activities are limited capital and the 

strategic nature of public locations. Viewed through the lens of Soerjono 

Soekanto’s theory, the effectiveness of law enforcement on the ground is 

weakened by public non-compliance and the emergence of ‘informal legality’ 

in the form of shadow levies. From the perspective of Maqashid al-syari’ah, 

trading does indeed protect property (hifz al-mal). However, as the occupation 

of pavements threatens the safety of life (hifz al-nafs) of pedestrians, this 

practice causes harm (mafsadah). Based on the principle of ‘dar’ al-mafasid 

muqaddam ‘ala jalb al-mashalih’ (the prevention of harm takes precedence over 

the pursuit of benefit), the protection of life—which is of a primary (daruriyyat) 

nature—must be prioritised over private economic interests. Therefore, local 

authorities are responsible for enforcing the law fairly through humane spatial 

planning and commercial zoning policies. 

Kata Kunci: Pedestrian Rights, Street Vendors, the Re-purposing of 

Pavements, Maqashid al-syari’ah, Implementation of the Law. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hak untuk memperoleh akses terhadap fasilitas umum merupakan bagian dari 

hak warga negara yang dijamin oleh negara sebagai perwujudan prinsip negara hukum 

dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jaminan tersebut tercermin dalam Pasal 

28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 

tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, Pasal 28D 

ayat (1) UUD NRI TAHUN 1945 juga menjamin hak setiap orang atas perlindungan 

dan kepastian hukum yang adil. Jaminan tersebut kemudian diperkuat dalam Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa 

setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan dan perlakuan yang sama dalam 

menikmati fasilitas publik yang disediakan negara.  

Keberadaan fasilitas umum juga memiliki keterkaitan erat dengan prinsip 

penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak warga negara oleh negara (respect, 

protect, fulfill). Negara tidak hanya berkewajiban menyediakan fasilitas umum, tetapi 

juga memastikan bahwa fasilitas tersebut dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan 

peruntukannya tanpa adanya hambatan yang mengurangi hak masyarakat. Oleh karena 

itu, setiap bentuk penggunaan fasilitas umum yang menghilangkan akses masyarakat 

terhadap hak tersebut pada dasarnya berpotensi mengurangi kualitas pemenuhan hak 

warga negara dalam kehidupan sehari-hari. 

Pandangan yang serupa juga ditemukan dalam hukum Islam. Al-Qur'an 

menegaskan pentingnya menjaga kemaslahatan umum dan melarang segala bentuk 

perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam Al-

Ma'idah Ayat 32, melalui tafsir tahlili menerangkan bahwa suatu ketentuan bahwa 

membunuh seorang manusia berarti membunuh semua manusia, sebagaimana 

memelihara kehidupan seorang manusia berarti memelihara kehidupan semua manusia. 

Ayat ini menunjukkan keharusan adanya kesatuan umat dan kewajiban mereka masing-

masing terhadap yang lain, yaitu harus menjaga keselamatan hidup dan kehidupan 

bersama dan menjauhi hal-hal yang membahayakan orang lain. Hal ini dapat dirasakan 

karena kebutuhan setiap manusia tidak dapat dipenuhinya sendiri, sehingga mereka 

sangat memerlukan tolong-menolong terutama hal-hal yang menyangkut kepentingan 

umum. Sesungguhnya orang-orang Bani Israil telah demikian banyak kedatangan para 

rasul dengan membawa keterangan yang jelas, tetapi banyak di antara mereka itu yang 
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melampaui batas ketentuan dengan berbuat kerusakan di muka bumi. Akhirnya mereka 

kehilangan kehormatan, kekayaan dan kekuasaan yang kesemuanya itu pernah mereka 

miliki di masa lampau.1 

Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa penggunaan ruang dan fasilitas publik 

harus memperhatikan kepentingan bersama serta tidak boleh menghilangkan hak 

masyarakat lainnya. Sejalan dengan itu, Rasulullah SAW. juga bersabda, "Lā ḍarar wa 

lā ḍirār" (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain), yang menjadi 

landasan penting dalam menjaga keteraturan dan kemanfaatan ruang publik bagi seluruh 

masyarakat. 

Penyediaan fasilitas publik merupakan bentuk penjaminan kewajiban negara 

atas terpenuhinya hak warga negara sesuai prinsip negara hukum yang menempatkan 

perlindungan hak asasi menjadi prioritas penyelenggaraan pemerintahan. Misal dalam 

bidang transportasi dan pengelolaan jalan, trotoar memiliki posisi hukum sebagai 

fasilitas khusus yang dibuat untuk pejalan kaki, demi memastikan keamanan, 

keselamatan, serta kenyamanan dalam bergerak. Dalam peraturan dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan 

bahwa pejalan kaki memiliki hak mendapatkan fasilitas pendukung dan perlindungan 

saat berada di lalu lintas. Dengan demikian, trotoar tidak dapat diposisikan semata 

sebagai pelengkap infrastruktur jalan, melainkan sebagai sarana perlindungan hukum 

bagi pengguna jalan.2 

Meskipun secara normatif trotoar telah diatur sebagai ruang khusus bagi pejalan 

kaki, dalam praktiknya fungsi tersebut seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

Di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Pekalongan, trotoar kerap mengalami 

pergeseran fungsi menjadi ruang aktivitas lain, yakni sebagai tempat berjualan bagi 

pedagang kaki lima. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan 

hukum yang berlaku dengan realitas sosial di masyarakat, di mana norma yang telah 

ditetapkan belum sepenuhnya mampu diimplementasikan secara efektif.3 

Eksistensi pedagang kaki lima pada dasarnya merupakan bentuk dinamika 

ekonomi informal yang tumbuh akibat keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal 

 
1 Https://Quran.Nu.Or.Id/Al-Maidah/32 
2 Roby Veigiz Maulidika, “Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki Dalam Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Syariah (Studi 
Pada Persimpangan Lampu Merah Kecamatan Way Halim)”, Skripsi. (Universitas Islam Negeri 
Raden Intan Lampung, 2021). 
3 Anggita Yanuasri And Broto Sunaryo, “Karakteristik Pedagang Kaki Lima ‘ Pasar Tiban ’ Pada 
Koridor Pulutan, Jalan Lingkar Salatiga,” Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota 11, No. 2 (2015): 
142–53. 
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serta kebutuhan mempertahankan keberlangsungan hidup. Dari segi sosial-ekonomi, 

aktivitas tersebut tentu memberikan kontribusi terhadap perputaran ekonomi lokal dan 

memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, apabila 

praktik tersebut dilakukan dengan memanfaatkan trotoar sebagai ruang berdagang, 

maka muncul implikasi hukum yang signifikan. Akses pejalan kaki menjadi terhambat, 

risiko kecelakaan meningkat karena pejalan kaki terpaksa menggunakan badan jalan, 

serta fungsi trotoar sebagai ruang publik yang aman menjadi terganggu.4 

Keadaan di Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa pada sejumlah kawasan 

strategis, seperti sekitar pasar tradisional, pusat pendidikan, dan titik-titik keramaian 

lainnya, trotoar telah mengalami alih fungsi menjadi lapak berdagang, baik secara 

permanen maupun temporer. Praktik tersebut berdampak langsung pada tereduksinya 

ruang gerak pejalan kaki, sehingga mereka kerap terpaksa menggunakan badan jalan 

yang diperuntukkan untuk pengguna jalan lain.  

Hal ini dapat dijumpai di beberapa titik di wilayah Kabupaten Pekalongan, 

khususnya di Kecamatan Wiradesa dan Kecamatan Kajen. Di beberapa titik kawasan 

tersebut, trotoar tidak lagi dimanfaatkan secara optimal sebagai jalur pejalan kaki, 

melainkan digunakan sebagai lokasi berdagang oleh pedagang kaki lima, baik secara 

tetap maupun sementara. Keberadaan aktivitas ekonomi ini di satu sisi memberikan 

dampak positif berupa peluang usaha bagi masyarakat, terutama bagi kelompok 

ekonomi mikro yang bergantung pada sektor informal. Namun di sisi lain, penggunaan 

trotoar untuk aktivitas tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, seperti 

terganggunya akses pejalan kaki, meningkatnya potensi kecelakaan, serta menurunnya 

tingkat kenyamanan dan keamanan ruang publik. 

Situasi ini menunjukkan permasalahan alih fungsi trotoar tidak dapat dipahami 

hanya sebagai bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan semata. 

Lebih dari itu, situasi ini berkaitan erat dengan kondisi sosial masyarakat yang kompleks, 

meliputi faktor ekonomi, keterbatasan ruang usaha, lemahnya pengawasan dan 

penegakan hukum, serta kebiasaan masyarakat yang cenderung mentoleransi 

penggunaan trotoar sebagai tempat berdagang.  

Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pendekatan sosiologis untuk melihat bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan 

masyarakat. adanya konflik kepentingan antara hak atas penghidupan bagi pedagang 

 
4 A N A Rahman, "Efektivitas Peraturan Daerah Terhadap Keberadaan Pedagang Kaki Lima Di 
Trotoar Lapangan Lasinrang Park Kota Pinrang (Tinjauan Maqashid Syariah)" 
(Repository.Iainpare.Ac.Id, 2021), Https://Repository.Iainpare.Ac.Id/Id/Eprint/7954/. 
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kaki lima dan hak atas keselamatan serta kenyamanan bagi pejalan kaki. Oleh karena 

itu, permasalahan alih fungsi trotoar di Kabupaten Pekalongan perlu dianalisis tidak 

hanya dari aspek implementasi UU No. 22 Tahun 2009, tetapi juga dari perspektif 

Maqashid al-syari’ah, dan dalam kaitannya dengan kemaslahatan umum (al-maṣlaḥah 

al-’āmmah). 

Selama ini, pembahasan mengenai pedagang kaki lima dan pemanfaatan ruang 

publik cenderung lebih banyak dikaji dari sudut pandang ekonomi atau penataan 

wilayah perkotaan. 5  Sementara itu, kajian yang secara khusus mengaitkan persoalan 

tersebut dengan perlindungan hak pejalan kaki dalam perspektif hukum positif serta 

dianalisis menggunakan pendekatan maqashid al-syari ’ ah masih belum banyak 

dilakukan. Selain itu, penelitian yang menggabungkan pendekatan empiris, sosiologis, 

dan nilai-nilai hukum Islam secara terpadu dalam konteks alih fungsi trotoar di 

Kabupaten Pekalongan juga masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya ruang 

penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya 

celah kajian (research gap) yang memerlukan analisis lebih mendalam, terutama dalam 

konteks empiris di Kabupaten Pekalongan. 

 

Penelitian ini memiliki urgensi akademik karena berupaya membangun 

kerangka analisis yang menempatkan perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan kemaslahatan 

umum sebagai orientasi utama dalam menilai praktik alih fungsi trotoar. Penelitian ini 

diharapkan dapat memperluas pengembangan hukum lalu lintas dengan integrasi hukum 

positif dan nilai-nilai Maqashid al-syari’ah secara sistematis. Integrasi tersebut penting 

untuk memperkaya diskursus Hukum Tata Negara dalam konteks penyelenggaraan 

pelayanan publik yang berkeadilan. Dari uraian masalah diatas penulis tertarik untuk 

mengkaji tentang perlindungan hak pejalan kaki atas alih fungsi trotoar oleh pedagang 

kaki lima yang ditinjau dari perspektif maqashid al-syariah dan Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2009 yang berfokus di kabupaten pekalongan.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat kesenjangan antara regulasi 

yang menjamin hak pejalan kaki (law in books) dengan realitas maraknya alih fungsi 

 
5 Lira Adelina Hutagalung Et Al., “Deskripsi Dinamika Ekonomi Pedagang Kaki Lima (Studi 
Kasus: Pedagang Kaki Lima Di Tarutung),” Wissen : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 3, No. 2 
(2025): 64–77, Https://Doi.Org/10.62383/Wissen.V3i2.699. Rizka Rosyadea, “Pengaruh Aktivitas 
Pedagang Kaki Lima (Pkl) Terhadap Fungsi Taman Di Taman Progo Semarang,” Universitas 
Islam Sultan Agung Semarang (2022), Https://Repository.Unissula.Ac.Id/25308/. 
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trotoar oleh Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pekalongan (law in action). Benturan 

kepentingan antara keselamatan publik dan kebutuhan ekonomi ini memerlukan analisis 

hukum yang mendalam. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana praktik alih fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima dan implikasinya di 

Kabupaten Pekalongan? 

2. Bagaimana tinjauan maqashid al-syari’ah atas praktik alih fungsi trotoar oleh 

pedagang kaki lima? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya, maka tujuan 

penelitian yang akan dicapai adalah untuk: 

1. Untuk menganalisis praktik alih fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima serta 

implikasinya di Kabupaten Pekalongan 

2. Untuk menganalisis praktik alih fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima dari 

perspektif maqashid al-syari’ah 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat, baik secara 

teoretis maupun secara praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat diuraikan 

sebagai berikut. 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya dalam kajian hukum yang 

menggunakan pendekatan empiris dengan perspektif sosiologis. Selain itu, 

penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur akademik yang 

mengintegrasikan hukum positif dengan konsep maqashid al-syari’ah, terutama 

dalam menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan dalam kehidupan 

masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi 

pengembangan kajian hukum yang juga mempertimbangkan aspek sosial dan nilai 

kemaslahatan. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam merumuskan 

kebijakan yang lebih efektif, adil, dan proporsional terkait pengelolaan trotoar dan 

penataan pedagang kaki lima. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat 
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memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan 

fasilitas umum sesuai dengan fungsinya, sekaligus mendorong terciptanya 

keseimbangan antara pemenuhan hak pejalan kaki dan keberlangsungan aktivitas 

ekonomi masyarakat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum. 

 

E. Kerangka Teoritik 

1. Konsep  Maqashid al-syari’ah 

Maqashid al-syari’ah merupakan konsep dalam hukum Islam yang 

menempatkan tujuan syariat pada terwujudnya kemaslahatan (jalb al-mashalih) dan 

pencegahan kemudaratan (dar’ al-mafasid) bagi manusia. Secara etimologis, 

maqashid berasal dari kata maqshad yang berarti tujuan atau maksud, sedangkan 

syari’ah berarti ketentuan atau jalan yang ditetapkan Allah SWT bagi kehidupan 

manusia. Dalam kajian ushul fikih, maqashid al-syari’ah dipahami sebagai tujuan-

tujuan yang hendak diwujudkan melalui hukum Islam demi menjaga kemaslahatan 

manusia di dunia dan akhirat. Konsep ini dikembangkan oleh para ulama, terutama 

Abu Hamid al-Ghazali dan Abu Ishaq al-Syathibi.6  

Pada hakikatnya, maqashid al-syari’ah memandang bahwa seluruh 

ketentuan hukum Islam ditujukan untuk menjaga kepentingan dasar manusia. 

Prinsip tersebut didasarkan pada kaidah bahwa syariat hadir untuk menciptakan 

kemanfaatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan sosial. Dalam hukum Islam 

dikenal pula kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār yang berarti tidak boleh membahayakan 

diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, terdapat prinsip dar’ al-mafāsid 

muqaddam ‘alā jalb al-maṣāliḥ, yaitu mencegah kerusakan harus didahulukan 

daripada menarik kemaslahatan. 

Maqashid al-syari’ah tersusun atas lima unsur pokok yang dikenal sebagai 

al-dharuriyyat al-khamsah, yaitu ḥifẓ al-dīn (perlindungan agama), ḥifẓ al-nafs 

(perlindungan jiwa), ḥifẓ al-‘aql (perlindungan akal), ḥifẓ al-nasl (perlindungan 

keturunan), dan ḥifẓ al-māl (perlindungan harta). Kelima unsur tersebut menjadi 

dasar dalam menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Selain itu, Asy-Syathibi 

membagi maqashid ke dalam tiga tingkatan kebutuhan, yaitu daruriyyat (primer), 

hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier). 

 
6 Agus Hermanto, Maqashid al-syari’ah, 1st Ed. (Literasi Nusantara Abadi, 2021). 
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Dalam penelitian ini, ḥifẓ al-nafs berkaitan dengan perlindungan 

keselamatan pejalan kaki sebagai pengguna trotoar. Trotoar sebagai fasilitas publik 

memiliki fungsi memberikan ruang aman bagi masyarakat dalam melakukan 

aktivitas berjalan kaki di ruang publik. Di sisi lain, aktivitas pedagang kaki lima juga 

berkaitan dengan prinsip ḥifẓ al-māl, yaitu perlindungan terhadap hak ekonomi dan 

keberlangsungan penghidupan masyarakat. Selain itu, ḥifẓ al-‘aql berkaitan dengan 

kesadaran masyarakat dalam menggunakan fasilitas publik secara tertib, ḥifẓ al-dīn 

berkaitan dengan kepatuhan terhadap norma dan aturan sosial, sedangkan ḥifẓ al-

nasl berhubungan dengan terciptanya lingkungan sosial yang aman bagi masyarakat 

dan generasi mendatang. Dengan demikian, teori maqashid al-syari’ah digunakan 

sebagai dasar konseptual dalam memahami penggunaan trotoar dan aktivitas 

pedagang kaki lima dari perspektif kemaslahatan dalam hukum Islam. 

 

2. Teori Implementasi Hukum 

Teori implementasi hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto 

menjelaskan bahwa keberhasilan suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh 

keberadaan norma tertulis, tetapi juga oleh sejauh mana hukum tersebut dapat 

dijalankan dan dipatuhi dalam kehidupan masyarakat. Hukum tidak hanya dipahami 

sebagai law in books, melainkan juga sebagai law in action, yaitu bagaimana hukum 

bekerja secara nyata dalam realitas sosial. Dengan demikian, efektivitas hukum 

berkaitan erat dengan hubungan antara aturan hukum, aparat pelaksana, dan 

masyarakat sebagai subjek hukum.7  

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor 

utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, 

masyarakat, dan budaya hukum. Faktor hukum berkaitan dengan kualitas substansi 

peraturan perundang-undangan, apakah norma yang dibentuk memiliki kejelasan, 

kepastian, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam konteks penelitian 

ini, pengaturan mengenai fungsi trotoar, hak pejalan kaki, serta ketertiban 

penggunaan ruang publik khususnya trotoar yang diatur dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penggunaan trotoar. 

Faktor penegak hukum berkaitan dengan aparat atau lembaga yang memiliki 

kewenangan dalam menjalankan hukum, seperti pemerintah daerah dan Satuan 

 
7 Maulidika, “Implementasi Perlindungan Hak Pejalan Kaki Dalam Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqh Syariah (Studi Pada 
Persimpangan Lampu Merah Kecamatan Way Halim).” 
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Polisi Pamong Praja. Profesionalitas, konsistensi, dan pengawasan aparat menjadi 

bagian penting dalam menentukan berjalan atau tidaknya suatu aturan. Selain itu, 

faktor sarana dan fasilitas juga mempengaruhi implementasi hukum, terutama 

berkaitan dengan tersedianya infrastruktur dan dukungan yang memadai dalam 

menunjang pelaksanaan aturan di masyarakat. 

Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum dan 

kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Dalam kehidupan sosial, 

pelaksanaan hukum sering dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi, kebiasaan sosial, 

dan cara pandang masyarakat terhadap fungsi suatu aturan. Adapun faktor budaya 

hukum berkaitan dengan nilai, pola perilaku, dan kebiasaan masyarakat terhadap 

hukum. Budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat dapat mempengaruhi 

tingkat kepatuhan maupun penerimaan terhadap suatu aturan hukum. 

Kelima faktor tersebut menunjukkan bahwa implementasi hukum 

merupakan proses yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan keberadaan 

aturan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat. Dalam penelitian ini, 

teori implementasi hukum Soerjono Soekanto digunakan sebagai kerangka 

konseptual untuk memahami pelaksanaan aturan mengenai penggunaan trotoar dan 

aktivitas pedagang kaki lima dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, teori 

ini membantu menjelaskan hubungan antara hukum, aparat pelaksana, dan 

masyarakat dalam pelaksanaan ketertiban ruang publik. 

F. Penelitian Yang Relevan 

Guna memperoleh gambaran yang komprehensif serta menghindari 

duplikasi terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis melakukan 

penelusuran terhadap sejumlah karya ilmiah, baik berupa skripsi, tesis, maupun 

jurnal yang memiliki relevansi dengan tema alih fungsi trotoar, pedagang kaki lima, 

maupun kajian maqashid al-syari'ah. Penelusuran ini dimaksudkan untuk 

memetakan posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian terdahulu, sekaligus 

menegaskan letak orisinalitas serta kebaruan (novelty) yang ditawarkan, baik dari 

aspek fokus kajian, lokasi penelitian, maupun pendekatan teoretis yang digunakan. 

Untuk memudahkan pemahaman mengenai persamaan dan perbedaan antara 

penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, berikut disajikan tabel 

perbandingan sebagai berikut. 

Tabel 1.1: Penelitian terdahulu yang relevan 

No. Penelitian Persamaan Perbedaan 
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1.  Penelitian oleh Ahmad 

Andika “Implementasi 

Perlindungan Hak 

Pejalan Kaki di Kota 

Parepare Berdasarkan 

UU No. 22 Tahun 2009” 

Sama-sama mengkaji 

perlindungan hak 

pejalan kaki dan alih 

fungsi trotoar oleh PKL 

dengan dasar UU No. 22 

Tahun 2009. 

Penelitian ini 

menambahkan 

perspektif Maqashid al-

syari’ah (ḥifẓ al-nafs dan 

ḥifẓ al-dīn), teori 

kemanfaatan hukum 

serta kebijakan publik di 

Kabupaten Pekalongan, 

bukan di Parepare. 

2.  Penelitian oleh Fidyan 

Hamdi Lubis dan A 

Sudirman Suparmin 

dengan judul 

“Implementasi UU No 

22 Tahun 2009 Pasal 131 

Terkait Pemenuhan Hak 

Pejalan Kaki di Kota 

Pematang Siantar dalam 

Perspektif Siyasah 

Dusturiyah 

Sama-sama 

menempatkan trotoar 

sebagai objek utama 

perlindungan hak 

pejalan kaki berdasarkan 

Pasal 131 UU No. 22 

Tahun 2009. 

Penelitian ini tidak 

hanya bersifat 

implementatif, tetapi 

menilai konflik trotoar 

melalui Maqashid al-

syari ’ ah yang terfokus 

pada keselamatan jiwa 

dan kesejahteraan 

religius. 

3.  Penelitian oleh Rama 

Marantka yang berjudul 

“Perlindungan Hak 

Pejalan Kaki Di Kota 

Pekanbaru Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan 

Sama-sama 

menggunakan landasan 

normatif UU No. 22 

Tahun 2009. 

Sama menempatkan 

keselamatan pejalan kaki 

sebagai isu utama dan 

melihat lemahnya 

kepatuhan masyarakat 

terhadap aturan lalu 

lintas. 

Penelitian ini tidak 

hanya menilai 

pelaksanaan umum, 

tetapi memfokuskan 

pada alih fungsi trotoar 

oleh pedagang kaki lima 

sebagai akar persoalan 

struktural di Kabupaten 

Pekalongan. 

Penelitian ini tidak 

berfokus pada perilaku 

pengendara di 

persimpangan, 

melainkan pada konflik 
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pemanfaatan ruang 

trotoar antara pejalan 

kaki dan PKL. 

4.  Penelitian oleh Roby 

Veigiz Maulidika yang 

berjudul “Implementasi 

Perlindungan Hak 

Pejalan Kaki Dalam 

Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2009 Tentang 

Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan 

Perspektif Fiqh Siyasah 

(Studi Pada 

persimpangan lampu 

merah kecamatan way 

halim) 

Sama-sama mengkaji 

implementasi 

perlindungan hak 

pejalan kaki berdasarkan 

UU No. 22 Tahun 2009. 

Sama menggunakan 

perspektif hukum Islam 

dalam menilai 

perlindungan hak 

pejalan kaki. 

Sama menggunakan 

penelitian lapangan 

(empiris) dan analisis 

kualitatif. 

Sama menempatkan 

pejalan kaki sebagai 

subjek yang harus 

dilindungi oleh negara. 

Sama bertujuan memberi 

rekomendasi bagi 

perlindungan pejalan 

kaki. 

Penelitian ini tidak 

berfokus pada peran 

kepolisian semata, tetapi 

pada alih fungsi trotoar 

oleh PKL sebagai 

penyebab utama 

hilangnya hak pejalan 

kaki di Kabupaten 

Pekalongan. 

Penelitian ini 

menggunakan kerangka 

Maqashid al-syari ’ ah 

yang terfokus pada ḥifẓ 

al-nafs dan ḥifẓ al-dīn, 

bukan fiqh siyasah 

secara umum, serta 

menekankan aspek 

kemaslahatan ruang 

publik. 

Penelitian ini 

memadukan pendekatan 

normatif–empiris, 

mengintegrasikan teori 

perlindungan hukum, 

kemanfaatan hukum, dan 

kebijakan publik daerah. 

Penelitian ini 

memfokuskan pada 

konflik penguasaan 

trotoar oleh pedagang 

kaki lima, bukan pada 
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perilaku pengendara di 

persimpangan. 

Penelitian ini 

merumuskan model 

kebijakan penataan 

trotoar berbasis maqāṣid, 

menyeimbangkan 

keselamatan pejalan kaki 

dengan kesejahteraan 

PKL di Pekalongan. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum 

yang tidak hanya mengkaji norma atau ketentuan peraturan perundang-undangan 

sebagai law in books, tetapi juga bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam 

kehidupan masyarakat sebagai law in action. Pendekatan ini digunakan untuk 

menganalisis implementasi pengaturan mengenai penggunaan trotoar serta praktik 

alih fungsinya oleh pedagang kaki lima di Kabupaten Pekalongan yang dipusatkan 

pada Kecamatan Wiradesa dan Kecamatan Kajen. Pemilihan lokasi penelitian 

dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan kesesuaian antara kondisi 

lapangan dan fokus penelitian mengenai praktik alih fungsi trotoar oleh pedagang 

kaki lima.  

Kecamatan Wiradesa dipilih karena berada di jalur Pantura yang memiliki 

arus lalu lintas cukup padat. Di wilayah ini dekat pasar tradisional serta perempatan 

jalan utama pantura yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut 

menyebabkan adanya pedagang kaki lima yang memanfaatkan trotoar sebagai 

tempat berdagang, sehingga relevan untuk mengkaji penggunaan trotoar dan 

dampaknya terhadap pejalan kaki. 

Kecamatan Kajen dipilih karena merupakan pusat pemerintahan Kabupaten 

Pekalongan. Di wilayah ini dekat pasar tradisional, terdapat beberapa sekolah, serta 

kawasan titik nol kilometer (0 km) yang menjadi salah satu pusat aktivitas 

masyarakat. Aktivitas tersebut berkaitan dengan penggunaan trotoar oleh pejalan 
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kaki, namun dalam praktiknya juga ditemukan penggunaan trotoar oleh pedagang 

kaki lima. 

Lokasi ini digunakan untuk melihat praktik penggunaan trotoar dalam 

kondisi yang berbeda. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis 

yang memandang hukum sebagai bagian dari realitas sosial yang dipengaruhi oleh 

faktor ekonomi, budaya, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Dengan 

demikian, penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif 

mengenai efektivitas penerapan hukum serta faktor-faktor yang mempengaruhi 

pelaksanaannya, sekaligus mengkaji fenomena tersebut dalam perspektif maqashid 

al-syari’ah guna mewujudkan kemaslahatan umum.8 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (yuridis-

empiris), karena permasalahan alih fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima (PKL) 

tidak dapat dipahami secara utuh hanya dengan menelaah norma tertulis dalam 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 

maupun Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024 tentang 

Penyelenggaraan Ketertiban, melainkan juga perlu dilihat dari praktik nyata di 

lapangan, yaitu bagaimana PKL sesungguhnya memanfaatkan trotoar sebagai lokasi 

usaha, bagaimana penegakan larangan tersebut dilakukan oleh aparat setempat, serta 

bagaimana pejalan kaki dan masyarakat sekitar merespons kondisi tersebut. 

Pendekatan yuridis-empiris ini dipilih karena tujuan penelitian bukan sekadar 

menilai kesesuaian antara praktik alih fungsi trotoar dengan norma yang berlaku 

(pendekatan dogmatik semata), tetapi juga mengevaluasi implementasi hukum 

tersebut di lapangan sebagai dasar sebelum dianalisis lebih lanjut menggunakan 

kerangka maqashid al-syari'ah. 

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, sebab data yang dikumpulkan 

berupa uraian, keterangan, dan gambaran kondisi mengenai pola pemanfaatan 

trotoar oleh PKL, bentuk penegakan aturan yang telah dilakukan, serta dampaknya 

terhadap hak pejalan kaki, bukan berupa data berbentuk angka yang memerlukan 

pengujian statistik. Sifat deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan secara utuh 

fenomena alih fungsi trotoar sebagaimana adanya di lokasi penelitian, sebelum 

 
8 Sidi Ahyar Wiraguna, “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi 
Eksploratif Di Indonesia,” Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum (Cv 
Widina Media Utama, 2024), Https://Doi.Org/10.59818/Jps.V3i3.1390. 
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kemudian dianalisis dari sudut pandang implementasi hukum positif dan maqashid 

al-syari'ah. 

Lokasi penelitian ini ditentukan di Kecamatan Wiradesa dan Kecamatan 

Kajen, dengan pertimbangan bahwa wilayah ini telah memiliki dasar hukum daerah 

yang secara khusus mengatur ketertiban pemanfaatan fasilitas umum melalui Perda 

Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024, sekaligus ditemukan adanya kasus 

konkret pemanfaatan trotoar oleh PKL yang berpotensi bersinggungan dengan hak 

pejalan kaki di wilayah tersebut, sehingga lokasi ini relevan untuk mengkaji 

ketegangan antara norma dan praktik yang menjadi fokus penelitian. 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. 

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang secara langsung 

berkaitan dengan persoalan alih fungsi trotoar, yaitu PKL yang berdagang di trotoar 

guna memperoleh gambaran mengenai motif dan pola usaha mereka, aparat penegak 

Perda (Satpol PP) guna memperoleh gambaran mengenai bentuk penegakan aturan 

yang telah dilakukan, serta pejalan kaki atau masyarakat sekitar guna memperoleh 

gambaran mengenai dampak yang dirasakan atas pemanfaatan trotoar tersebut. Data 

sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan 

terkait (UU LLAJ dan Perda Kabupaten Pekalongan), bahan hukum sekunder 

berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu mengenai trotoar, PKL, dan 

maqashid al-syari'ah, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia 

hukum. 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara. Pertama, wawancara 

semi terstruktur kepada informan yang telah disebutkan di atas untuk menggali data 

primer secara mendalam. Kedua, observasi langsung terhadap kondisi trotoar di 

lokasi penelitian, meliputi pengamatan pola berdagang PKL, lebar trotoar yang 

digunakan, serta kondisi ruang gerak pejalan kaki yang tersisa. Ketiga, studi 

dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan 

sebagai bahan analisis normatif. 

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis 

data kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data 

primer hasil wawancara dan observasi mengenai praktik pemanfaatan trotoar oleh 

PKL dipertemukan dengan data sekunder berupa ketentuan-ketentuan dalam UU 

LLAJ, Permen PUPR, dan Perda Kabupaten Pekalongan, untuk menilai sejauh mana 

implementasi hukum tersebut berjalan di lapangan. Hasil pertemuan data normatif 

dan empiris tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan kerangka maqashid al-
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syari'ah, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hifz al-nafs 

(jiwa/keselamatan pejalan kaki) dan hifz al-mal (harta/mata pencaharian PKL), guna 

menemukan titik keseimbangan antara penegakan hak pejalan kaki dan 

keberlangsungan ekonomi informal PKL di lokasi penelitian. 

 

3. Sumber Data Penelitian 

a. Data Primer 

Sumber data dalam penelitian adalah data primer. Data primer 

merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama 

di lapangan melalui interaksi dengan subjek penelitian. Data ini 

dikumpulkan melalui teknik wawancara dan observasi terhadap informan 

yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Data primer 

ini berfungsi untuk menggambarkan secara faktual praktik alih fungsi trotoar, 

pola interaksi sosial yang terjadi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap hukum.9  

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

melalui studi kepustakaan, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, 

serta literatur ilmiah yang memiliki relevansi dengan objek penelitian. 

Dalam penelitian hukum empiris ini, data sekunder berfungsi sebagai 

landasan yuridis, pisau analisis teoritis, dan data penunjang kondisi geografis 

lokus penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diklasifikasikan ke 

dalam tiga tingkatan bahan hukum, yaitu 

1) Bahan Hukum Primer 

Merupakan bahan hukum yang bersifat mutlak, mengikat, dan 

dikeluarkan oleh otoritas resmi pemerintah. Bahan hukum primer 

dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur legalitas alih fungsi 

trotoar, yang meliputi 

a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), khususnya Pasal 

131 mengenai hak pejalan kaki dan Pasal 275 mengenai 

sanksi pengrusakan fasilitas jalan. 

 
9 Susanti, Dyah Ochtorina, Et Al. Penelitian Hukum: Legal Research. Sinar Grafika, 2022. 
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b) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor 

10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban. 

c) Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 

76/KPTS/Db/1999 tentang Pedoman Teknis Perencanaan 

Fasilitas Pejalan Kaki. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan, analisis, serta 

interpretasi ilmiah terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum 

sekunder dalam penelitian ini meliputi 

a) Buku-buku literatur sosiologi hukum, khususnya materi 

mengenai Teori Implementasi Hukum yang dirumuskan 

oleh Soerjono Soekanto. 

b) Buku-buku dan kitab hukum Islam normatif yang 

membahas konsep Maqashid al-Syari'ah (khususnya 

penekanan pada aspek Hifzh al-Nafs dan Hifzh al-Mal) 

serta kaidah-kaidah fikih kontemporer. 

c) Jurnal ilmiah, tesis, skripsi terdahulu, dan artikel akademis 

yang meneliti tentang problematika pemanfaatan fasilitas 

pedestrian, penataan sektor ekonomi informal (PKL), dan 

efektivitas hukum di ruang publik. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data primer melalui 

interaksi langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek 

penelitian. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-

terstruktur, yaitu wawancara yang menggunakan pedoman pertanyaan 

sebagai acuan, namun tetap memberikan kesempatan kepada informan untuk 

memberikan jawaban secara lebih luas sesuai dengan pengalaman dan 

pengetahuannya. 

Wawancara dilakukan kepada beberapa informan, yaitu pedagang 

kaki lima yang menggunakan trotoar sebagai tempat berdagang, pejalan kaki 

sebagai pengguna trotoar, serta aparat pemerintah atau instansi terkait yang 

memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan penertiban penggunaan 

trotoar. Pemilihan informan didasarkan pada keterkaitan mereka dengan 

praktik penggunaan trotoar di lokasi penelitian. 
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Pelaksanaan wawancara dilakukan secara langsung di lokasi 

penelitian dengan menyesuaikan kondisi dan ketersediaan informan. Dalam 

proses wawancara, peneliti mencatat hasil wawancara serta, 

mendokumentasikan untuk menjaga keakuratan data. Data yang diperoleh 

dari wawancara berupa informasi mengenai praktik alih fungsi trotoar, faktor 

penyebab, serta pandangan informan terhadap keberadaan aturan yang 

mengatur penggunaan trotoar. 

b. Observasi 

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung 

kondisi penggunaan trotoar di lokasi penelitian, yaitu di Kecamatan 

Wiradesa dan Kecamatan Kajen. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh 

data faktual mengenai bagaimana trotoar digunakan dalam praktik, baik oleh 

pejalan kaki maupun oleh pedagang kaki lima. 

Jenis observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipatif, 

yaitu peneliti tidak terlibat dalam aktivitas yang diamati, melainkan hanya 

sebagai pengamat. Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan pengamatan 

terhadap kondisi fisik trotoar, aktivitas pedagang kaki lima, serta pergerakan 

pejalan kaki di lokasi penelitian. 

Hal-hal yang diamati antara lain keberadaan pedagang kaki lima di 

trotoar, penggunaan trotoar oleh pejalan kaki, kondisi kelancaran akses 

trotoar, serta situasi lingkungan sekitar seperti kedekatan dengan pasar, jalan 

utama, dan pusat aktivitas masyarakat. Hasil observasi dicatat dalam bentuk 

catatan lapangan dan didukung dengan dokumentasi berupa foto untuk 

memperkuat data yang diperoleh. 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif 

yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang menekankan bahwa proses 

analisis data dilakukan secara terus-menerus sejak tahap pengumpulan data hingga 

penarikan kesimpulan. Model ini dipilih karena sesuai dengan karakter penelitian 

yuridis-empiris yang memerlukan analisis mendalam terhadap data lapangan 

mengenai praktik alih fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten 
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Pekalongan. Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut.10 Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan penyederhanaan data 

hasil wawancara dengan PKL, aparat Satpol PP, dan pejalan kaki, serta hasil 

observasi dan dokumentasi. Secara operasional, data yang terkumpul direduksi 

dan dikelompokkan ke dalam beberapa kategori inti sesuai fokus penelitian, 

yaitu bentuk dan pola alih fungsi trotoar yang dilakukan PKL, faktor-faktor yang 

mendorong PKL memanfaatkan trotoar sebagai lokasi usaha, bentuk penegakan 

Pasal 275 UU LLAJ dan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2024 

yang telah dilakukan aparat, serta dampak alih fungsi tersebut terhadap 

pemenuhan hak pejalan kaki. Data di luar kategori tersebut disisihkan agar 

analisis tetap terarah pada permasalahan yang diteliti. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi ke 

dalam bentuk uraian deskriptif maupun matriks yang memudahkan peneliti 

memahami hubungan antar data. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam 

matriks yang memetakan temuan lapangan ke dalam lima faktor implementasi 

hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum (kesesuaian UU LLAJ, 

Permen PUPR, dan Perda dengan praktik di lapangan), faktor penegak hukum 

(kinerja Satpol PP dalam menertibkan PKL), faktor sarana dan fasilitas (kondisi 

dan lebar trotoar yang tersedia), faktor masyarakat (respons pejalan kaki dan 

PKL terhadap penegakan aturan), serta faktor budaya hukum (kebiasaan 

masyarakat memanfaatkan trotoar untuk berdagang). Penyajian dalam bentuk 

matriks ini memudahkan peneliti melihat titik temu maupun titik ketegangan 

antara norma hukum dan praktik implementasinya di lapangan. 

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data yang 

telah disajikan guna menjawab rumusan masalah penelitian secara langsung, 

yakni sejauh mana implementasi hukum terhadap alih fungsi trotoar oleh PKL 

di Kabupaten Pekalongan berjalan, serta bagaimana praktik tersebut dinilai dari 

perspektif maqashid al-syari'ah, khususnya kaitannya dengan hifz al-nafs 

 
10 Dadang Sumarna And Ayyub Kadriah, “Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris,” Jurnal 
Penelitian Serambi Hukum (Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta, 2023), 
Https://Doi.Org/10.59582/Sh.V16i02.730. 
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(perlindungan keselamatan pejalan kaki) dan hifz al-mal (perlindungan mata 

pencaharian PKL). Kesimpulan yang dihasilkan tidak bersifat final di awal, 

melainkan terus diverifikasi seiring bertambahnya data selama penelitian 

berlangsung, sehingga diperoleh kesimpulan yang benar-benar 

merepresentasikan kondisi di lapangan. 

Selanjutnya, seluruh temuan hasil reduksi, penyajian, dan penarikan 

kesimpulan tersebut dianalisis secara integratif dengan menghubungkan data 

empiris di lapangan, ketentuan hukum yang berlaku, dan konsep maqashid al-

syari'ah. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis menggunakan metode 

interpretasi hukum untuk memahami makna ketentuan Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 2009 dan prinsip maqashid al-syari'ah, sehingga hasil analisis tidak 

hanya menggambarkan kondisi faktual di lapangan, tetapi juga menghasilkan 

penilaian normatif dan sosiologis terhadap praktik alih fungsi trotoar, guna 

merumuskan konstruksi perlindungan hak pejalan kaki yang berkeadilan bagi 

masyarakat Kabupaten Pekalongan.11 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terbagi kedalam beberapa bab yang akan 

penulis jabarkan dalam sistematika penulisan ini. Berikut sistematikan dalam proposal 

ini: 

a. BAB I 

Bab ini memuat latar belakang masalah yang menjelaskan urgensi perlindungan 

hak pejalan kaki atas alih fungsi trotoar, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab 

ini berfungsi sebagai landasan awal untuk memahami arah dan fokus penelitian. 

b. BAB II 

Bab ini menguraikan landasan teori dan kerangka normatif yang digunakan 

dalam penelitian. Dalam bab ini diuraikan teori maqashid al-syari’ah, teori 

implementasi hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan penggunaan trotoar, penataan pedagang kaki lima, dan perlindungan 

pejalan kaki. 

c. BAB III 

Bab ini mendeskripsikan data dan temuan lapangan yang diperoleh melalui 

proses penelitian. Dalam bab ini disajikan gambaran wilayah penelitian di 

 
11 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D…, hlm. 249 



 

40 
 

Kecamatan Wiradesa dan Kecamatan Kajen, kondisi sosial dan potensi ekonomi 

masyarakat, serta hasil wawancara dan observasi yang diperoleh. 

d. BAB IV 

Bab inti penelitian yang menganalisis data dan pembahasan terhadap temuan 

penelitian. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif maqashid al-

syari’ah untuk menilai praktik alih fungsi trotoar serta implikasinya terhadap 

kemaslahatan umum. Selain itu, dianalisis pula kebijakan hukum dan tanggung 

jawab pemerintah daerah dalam menjamin keselamatan publik. Bab ini menilai 

kesesuaian antara norma hukum, implementasi kebijakan, dan prinsip 

perlindungan jiwa. 

e. BAB V 

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah 

berdasarkan hasil analisis, serta rekomendasi yang ditujukan bagi pihak-pihak 

terkait berdasarkan hasil penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, praktik alih 

fungsi trotoar oleh PKL secara syar'i dinilai tidak dibenarkan (tidak sah) sepanjang 

aktivitas tersebut menduduki hak publik dan mengancam keselamatan pejalan kaki. 

Penilaian ini didasarkan pada hierarki kemaslahatan, di mana aspek hifz al-nafs 

(perlindungan jiwa) yang bersifat daruriyyat (primer) demi keselamatan pedestrian 

harus mutlak didahulukan daripada aspek hifz al-mal (perlindungan harta) yang 

bersifat hajiyyat (sekunder) berupa pemenuhan ekonomi individu PKL. 

Pemanfaatan ruang publik secara sepihak tanpa izin otoritas resmi mencederai 

prinsip amanah terhadap fasilitas umum (al-marāfiq al-‘āmmah) dalam hifz al-din, 

mengabaikan perlindungan generasi rentan dalam hifz al-nasl, serta melemahkan 

kepatuhan hukum dalam Hifz al-’Aql. Kendati demikian, maqashid al-syari’ah tidak 

melarang eksistensi ekonomi PKL itu sendiri, melainkan mengoreksi cara dan lokasi 

penempatannya yang keliru. Oleh karena itu, hukum Islam menuntut adanya 

penyelesaian yang bersifat konstruktif, yakni dengan memindahkan lokasi 

berdagang ke tempat yang aman tanpa mematikan mata pencaharian pedagang. 

Integrasi sosiologi hukum menunjukkan bahwa ketidakpatuhan struktural dan 

rendahnya efektivitas penegakan hukum di lapangan dipengaruhi oleh lima faktor 

dalam teori Soerjono Soekanto yang saling berkaitan. Pertama, faktor hukum 

disebabkan adanya ketidaksinkronan regulasi antara penegakan ketertiban umum 

dan perlindungan pelaku usaha mikro. Kedua, faktor penegak hukum (Satpol PP) 

cenderung melakukan penertiban yang bersifat musiman (theatrical enforcement) 

tanpa kesinambungan karena tekanan sosial. Ketiga, faktor sarana/fasilitas belum 

memadai karena pemerintah daerah belum menyediakan zona relokasi permanen 

yang memiliki nilai ekonomi setara. Keempat, faktor masyarakat didorong oleh 

rasionalitas ekonomi di mana trotoar dipandang sebagai survival space yang 

strategis untuk menarik konsumen. Kelima, faktor budaya hukum masyarakat 

cenderung permisif, sehingga melahirkan normalisasi pelanggaran yang mengkristal 

menjadi bentuk "legalitas informal" yang melonggarkan wibawa hukum formal 

B. Saran 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan: Diharapkan segera menyediakan 

sarana/fasilitas zona relokasi yang strategis dan bernilai ekonomi sebelum 
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melakukan sterilisasi trotoar, serta menerapkan penegakan hukum yang 

konsisten dan persuasif.  

2. Bagi PKL dan Masyarakat: Diharapkan meningkatkan kesadaran etika 

keagamaan (hifz al-din) dan hukum untuk tidak lagi mengokupasi hak pejalan 

kaki, serta bersikap kooperatif terhadap program penataan kota.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Disarankan untuk memperdalam kajian pada aspek 

evaluasi pasca-relokasi atau efektivitas formulasi kebijakan insentif ekonomi 

bagi sektor komersial informal. 
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